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DIHADAPAN MAJELIS: Terdakwa Sekkab Morowali Syahrir Ishak jalani sidang perdana mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didampingi
tim penasehat hukumnya yang diketuai Abdurahman Kasim, di Pengadilan Tipikor Palu, Rabu (24/7)

Morowali pada pos angga-
ran pinjaman pemerintah
daerah kepada perusahaan
kepada Perusda dan lem-
baga keuangan lainnya, ta-
hun anggaran 2007 nomor
: R-07/S/XIX.PLU/05/2009
tanggal 5 Mei 2009.

Sidang yang diketuai oleh

majelis hakim Romel F
Tampubolon SH MH terse-
but akan kembali dilanjut-
kan Senin (29/7), dengan
agenda pemeriksaan saksi.

Seperti yang diberita-
kan sebelumnya, Syahrir
Ishak, Rabu (26/6) ditah-
an pihak Kejaksaan Tinggi

(Kejati) Sulteng. Tersangka
merupakan splitan mantan
PIt Bupati Morowali Datlin
Tamalagi, diduga melang-
gar ketentuan pedoman
penyaluran dan penggu-
naan keuangan Negara.
Oleh Jaksa hal tersebut
dinilai setelah melakukan

analisa terhadap rang-
kaian perbuatan yang per-
nah dilakukan tersangka,
terhadap pemberian ban-
tuan kepada Perusahaan
Daerah Morowali. Perusda
Morowali - dalam hal ini
menurut JPU tidak mempu-
nyai legal Standing. (iwn)
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PALU - Sekretaris Daerah
Kabupaten Morowali, H
Syahrir Ishak SE, akhirnya
menjalani  sidang per-
dana di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi Palu, Rabu
(24/7). Syahrir Ishak yang
didakwa dugaan penyim-
pangan dana APBD tahun
anggaran 2007 yang diper-
untukan sebagai dana pe-
nyertaan modal kepada pe-
rusahaan daerah (Perusda)
Kabupaten Morowali, ke-
marin menjalani agen-
da siding pembacaan da-
kwaan Jaksa Penuntut
Umum.

Agenda sidangnya ma-
sih pembacaan surat dak-
waan oleh Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Cokorda
Dian P SH dan Ledrik SH.
Orang nomor tiga di jajaran
pemerintahan Kabupaten
Morowali itu oleh JPU, di-
dakwa pasal 2 ayat (1) jo
pasal 18 Undang-Undang
RI nomor 31 tahun 1999
tentang  pemberantasan
tindak pidana korupsi se-
bagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang
RI nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas
undang-undang RI nomor
31 tahun 1999 tentang tin-
dak pidana korupsi jo pas-
al 55 ayat (1) ke- 1 jo pasal
64 ayat (1) Kitab Undang-

‘ ng; Rerdana P

enyalahgunaan
odal Perusda,

serta Subsidair pasal 3.

Disebutkan dalam dak-
waan JPU bahwa terdak-
wa Syahrir Ishak bersama-
sama dengan Plt Bupati
Morowali, Drs Datlin
Tamalagi, Herman Gamal
dan H Khoirony Cadda (ke-
tiganya sebagai 'tersang-
ka dalam berkas perka-
ra terpisah), secara bersa-
ma-sama melawan hukum
melakukan perbuatan yang
dapat merugikan keuangan
negara.

Terdakwa diduga me-
langgar  ketentuan pedo-
man penyaluran dan peng-
gunaan keuangan negara.
Terdakwa Syahrir Ishak, se-
laku pejabat kuasa peng-
guna anggaran pada sek-
retaris daerah Kabupaten
Morowali tahun anggaran
2007, atas dasar surat per-
intah pembayaran uang
persediaan (SPP-UP) yang
diajukan oleh bendaha-
ra pengeluaran sekretariat
daerah Morowali Idawati
Supu.

“Maka terdakwa mener-
bitkan dan/atau menan-
datangani surat perintah.
membayar (SPM) nomor :
261/SPM-Sekab/2007 tang-
gal 31 Agustus 2007 sebesar
Rp4 Miliar yang dibebank-
an pada rekening pembiay-
aan pemberian pinjaman

lembaga keuangan,”’sebut
JPU Ledrik SH, yang men-
cakan surat dakwaan bersa-
ma Cokorda Dian Permana
SH.

Padahal, Perusda
Morowali yang dibentuk
oleh Plt Bupati Morowali,
Drs Datlin Tamalagi (ter-
dakwa yang disidangkan
dalam berkas terpisah), di-
pandang belum memenuhi
persyaratan untutk mener-
ima dan mengelola pem-
berian pinjaman daerah
karena belum ~memiliki
Peraturan Daerah (Perda).
Sampai dengan perka-
ra ini disidangkan, Surat
Keputusan (SK) Bupati
Morowali nomor : 188.45/
SK.03.331/EKBANG  ten-
tang Perusda Morowali dan

nomor : 188.45/SK.03.332/
EKBANG tanggal 1
November 2006 tentang

penunjukan dan penetapan
Direksi Perusda Morowali
tidak pernah diajukan oleh
Pemda Morowali ke DPRD
untuk ditetapkan sebagm
Perda.

Akibat perbuatan terdak-
'wa, menimbulkan kerugian
keuangan negara sebesar
4,5 Miliar. Jumlah terse-
but berdasarkan hasil per-
hitungan yang dilakukan
oleh auditor BPKP Sulteng,
sesuai dengan laporan ha-
sil audit dalam rangka per-
hitungan kerugian keuan-
gan negara/daerah atas
dugaan penyimpangan




